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LAPORAN TINDAK LANJUT 

 HASIL PENGAWASAN BIDANG 

TRIWULAN I TAHUN 2026 

(Januari – Maret 2026) 

 

 

 

OLEH 

PENGADILAN AGAMA KUDUS 

2026



KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Tindaklanjut hasil 

pengawasan Bidang dari Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan 

Agama Kudus. 

Perlu kami sampaikan bahwa hasil pengawasan yang disampaikan 

kepada kami telah kami tindaklanjuti sesuai dengan tata peraturan yang ada, 

hampir seluruh rekomendasi telah kami tindaklanjuti, namun demikian kami yakin 

masih banyak yang perlu kami sempurnakan dalam upaya meningkatkan kinerja 

kami dalam memberikan pelayanan yang lebih bermutu kepada masyarakat. 

Mudah mudahan, penyajian laporan tindaklanjut hasil pengawasan ini 

diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja 

organisasi kita agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi 

tanggung jawab kita secara lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat 

bagi masyarakat pencari keadilan. 

Akhirnya dengan mengharap pertolongan Allah SWT semoga laporan 

hasil tindaklanjut ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan 

pelayanan kita kepada masyarakat. 

 

Kudus, 31 Maret 2026 

Ketua Pengadilan Agama Kudus  

 

 

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H. 

NIP. 198204062006042004       

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR TINDAK LANJUT 

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG 

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KUDUS 

 

A. DASAR HUKUM 

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor /KPA.W11-

A16/PW1.1.1/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan Susunan 

Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler; 

- Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: 347a/KPA.W11-

A16/ST.KP7.1/III/2026 tanggal 02 Maret 2026 tentang penugasan hakim 

pengawas bidang untuk melakukan pengawasan triwulan I tahun 2026 di 

Pengadilan Agama Kudus; 

B. OBJEK PEMERIKSAAN 

1. Manajemen Peradilan 

2. Administrasi Perkara 

3. Administrasi Persidangan 

4. Administrasi Kesekretariatan 

5. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

C. TEMUAN - TEMUAN 

• Bidang Pengawasan Manajemen Peradilan 

Kondisi 

Koordinator Pengawas Bidang belum membuat jadwal rapat pengawasan 

bidang. 

Kriteria 

Keputusan Ketua MA RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 

2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan 

pengawasan di lingkungan badan peradilan; Buku IV Tata Laksana 

Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, 

hal. 53 

Sebab 

Koordinator Pengawas Bidang banyak tugas yang harus diselesaikan, 

sehingga jadwal rapat pengawasan bidang terlewatkan. 

Akibat 

Waktu dan pelaksanaan rapat pengawasan bidang tidak terjadwal. 

 



Rekomendasi 

Supaya dibuat jadwal rapat pengawasan bidang. 

Tindak Lanjut 

Telah dibuat jadwal rapat pengawasan bidang 

 

• Bidang Pengawasan Administrasi Perkara 

Kondisi 

Bundle A belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kriteria 

1. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin.   

2. Buku II  

3. SK Dirjen Badilag No. 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023   

Sebab 

Terdapat perkara yang sudah terdaftar secara ecourt, Para Pihak sudah 

mendaftarkan akun ecourt, namun Jurusita Pengganti masih memanggil 

melaluui surat tercatat (sample perkara Verzet 27/Pdt.G/2026/PA.Kds) 

Akibat 

Kurangnya koordinasi antara Jurusita Pengganti dengan Panitera Sidang. 

Rekomendasi 

Segera dibuatkan instrumen panggilan. 

Tindak Lanjut 

Telah dibuatkan instrumen panggilan 

 

• Bidang Pengawasan Administrasi Persidangan 

Kondisi 

Pengaburan informasi (anonimisasi) belum sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Kriteria 

SK KMA 2-114 KMA/SK/VIII/2022, VIII. Prosedur Pengaburan sebagian 

Informasi Tertentu yang Wajib Diumumkan dan Informasi yang Dapat Diakses 

Publik, huruf A, halaman 35. 

Sebab 

pengaburan hanya dilakukan pada data nomor nik saja 



Akibat 

tidak semua nomor data pribadi dikaburkan 

Rekomendasi 

pengaburan terhadap segala macam nomor identitas pribadi seperti buku 

nikah dan kartu keluarga 

Tidak Lanjut 

Telah dilakukan pengaburan terhadap segala macam nomor identitas pribadi  

 

• Bidang Pengawasan Administrasi Kesekertariatan 

Kondisi 

Penerapan disiplin belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kriteria 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020 

Tentang Manajemen PNS; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung 

di Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

368/KMA/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim 

dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang Berada di Bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi 

Kepegawaian. 

Sebab 

pengelolaan hasil presensi telah akuntabel (tidak ada dispensasi 

keterlambatan, tidak ada kesalahan rekab dan sesuai titik koordinat) namun 

masih ditemukan beberapa ASN yang tidak datang tepat waktu. 

Akibat 

menurunnya kesadaran disiplin kerja. 

Rekomendasi 

perlunya pembinaan terkait kesadaran disiplin kerja dan budaya kerja untuk 

meminimalisir keterlambatan kehadiran. 

Tindak Lanjut 

Telah dilaksanakan pembinaan terkait kesadaran disiplin dan budaya kerja 



• Bidang Pengawasan Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan 

Publik 

Kondisi 

Terdapat Petugas Meja Pengaduan yang belum masuk dalam SK Meja 

Pengaduan, padahal Petugas tersebut yang menerima pengaduan dan yang 

menandatangani register pengaduan 

Kriteria 

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) 

di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; 

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan; 

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian 

Gratifikasi; 

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 28/BP/SK/III/2021 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

Bawahnya. 

Sebab 

Terdapat pergantian petugas meja pengaduan, namun petugas yang baru 

belum masuk ke dalam SK Meja Pengaduan. 

Akibat 

Petugas Meja Pengaduan belum memiliki status resmi untuk menjadi Petugas 

Meja Pengaduan. 

Rekomendasi 

Segera bagian terkait untuk segera evaluasi SK dan memasukkan petugas 

meja pengaduan yang baru ke dalam SK Meja Pengaduan.  

Tindak Lanjut 

Telah di lakukan evaluasi SK dan memasukkan petugas meja Pengaduan 

yang baru ke dalam SK Meja Pengaduan Terbaru. 

 

 

 

 



TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN 

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada 

Pengadilan Agama Kudus, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan 

tersebut.  

Kudus, 31 Maret 2026 

Koordinator Pengawas Bidang 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus 

 

 

 

Rohayatun, S.H.I., M.H.    

NIP. 198211082007042001      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran Tindak Lanjut 
 

Lampiran 1. Koordinator Pengawas Bidang belum membuat jadwal rapat 

pengawasan bidang 

Sesudah 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Bundle A belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Sebelum 

  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Setelah 

 

 

 



 

 

Lampiran 3.  Pengaburan informasi (anonimisasi) belum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

Sebelum 

 

 

 



Setelah  

 





























 

 



 





 

 

 



Lampiran 4. Penerapan disiplin belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Sebelum 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesudah 

 











 

 

 











 

 











 

 

 













 

 

 







 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Terdapat Petugas Meja Pengaduan yang belum masuk dalam 

SK Meja Pengaduan, padahal Petugas tersebut yang menerima 

pengaduan dan yang menandatangani register pengaduan 

 

Sebelum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesudah

 





 



 

 


